GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 88 /B.III/HK/2016

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

: a.

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pajak Dacrah, Rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Lampung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/032/KEUDA Tanggal 11
Januari 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Rancangen Peraturan Daerah
Kota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor
04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupekan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu,

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah

disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila
Peraturan Daerah yanhg ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi,
akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

: Peraturan Daerah difhaksud pada Diktuin Keétiga sélanjutiya

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini inulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Rl di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.



LAMPIRAN
NOMOR

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: Gl98/B.IIVHK/2016

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG

A. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurmaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Konsideran Mengingat - Konsideran Mengingat angka
11 dihilangkan berdasarkan
UU 12 thn 2011 hanya
digunakan sebagal pedoman
penyusunan sehingga tidak
peru  dicantumkan  dalam
konsideran mengingat
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | Konsideran Mengingat angka
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2014 | 12 disempumakan
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang WNomor 9 Tahun 2015 {Lembaran dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 fentang
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); tentang Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5687);
2 Struktur dan besaran | Jenis- jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah: Pasal 6 Pasal 6 angka 4

tarif berdasarkan
abjek

1.

Bangunan Serba Guna, meliputi :

a. Gedung Sesat Agung;

b. Stadion Tejosari;

c. Gedung Olahraga Jurai Siwo;

d. Lapangan Tenis OQut Door (A,B, dan C);

e. Lapangan Tenis In Door.

Lapangan Samber, Lapangan Mulyojati,
Hadimulyo Barat,

Geacdung Wanita;

Bangunan Lain- lain.

Lapangan

Jenis- jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah :

1. Bangunan Serba Guna, meliputi :
a. Gedung Sesat Agung;
b. Stadion Tejosan;
¢. Gedung Olahraga Jurai Siwo;
d. Lapangan Tenis Out Door (A,B, dan C);
a. Lapangan Tenis In Door.

2. Lapangan Samber, Lapangan Mulyojati,
Hadimulyo Barat,

3. Gedung Wanita;

4. Banguran Lain-lain meliputi; . . . . ..

Lapangan

disempumakan, dilengkapi
apabila ada objek lain
Bangunan iain yang dimiliki
oleh Kota Metro




——

1 2 3 4 5
3 | Ketentuan Penutup BAB XXI BAB XXI Pasal 34 Disempumakan,
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP Perda  dimaksud telah
Pasal 34 Pasal 34 dicabut  dengan Perda
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : Peraturan ini mulai berlakunya sejak tanggal diundangkan. Nomor 04 Tahun 2012
Reraturan-Dagrah-Kota-Metro-Nomor—1-a3—Talw J0-tertang Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.
4 | Nomor Register - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINS| | Pada ahkir lembar
LAMPUNG NOMOR : 1/MTR/2016 penetapan dan
pengundangan raperda

Tambahkan nomor register
sesuai ketentuan UU No 23
Tahun 2014




B. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO
No Mazteri Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Konsideran Konsideran Mengingat angka
Mengingat 14 dihilangkan bexlasarkan
UU 12 thn 2011 hanya
digunakan sebagal pedoman
penyusunan sehingga tidak
peru  dicantumkan daam
konsideran mengingat
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | Konsideran Mengingat angka
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 | 15 disempumakan
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesla
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentanq
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
Negara Republik Indonesia Nomor 5697); tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik {ndonesia Nomor 5697);
2 | Penataan dan 1.  Ketentuan Pasal 3 diubah, sshingga berbunyi sebagai Ketentuan Pasai 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai Ketentuan angka 1

Pengawasan
Pembangunan
Menara
Telekormunikasi

bearikut :
Bagian Kedua
Tim Penataan Dan Pengawasan Pembangunan
Menara Telekomunikasi
{TP3IMT)
Pasal 3
(1)Dalam rangka memberikan kelancaran dan keberhasilan
pelaksanaan program menara telekomunikasi bersama di
Daerah dibentuk TP3MTY, sebagai lembaga adhoc yang
membantu Walikota dalam menjalankan fungsi pengaturan,
pengawasan, dan psngendalian menara telskomunikasi.

berikut :
Bagian Kedua
Tim Penataan Dan Pengawasan Pembangunan
Menara Telekomunikasi
{TP3MT)
Pasal 3
(1) Dalam rangka memberikan kelancaran dan
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan
menara telekomunikasi bersama di Daerah dibentuk
TP3MT, sebagai lembaga adhoc yang membantu
Walikota dalam menjalankan fungsi pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian menara
telekomunikasi.

disempumakan




3

4

(2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum
bertugaes urtuk melakukan kajian teknis terhadap desain,
penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan
saran atas pemberian izin pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Walikota
dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
terhadap pembangunan dan pengoprasian Menara

Telekomunikasi Bersama di Daerah—hal-mana—moryangkut

" B lar Rerat Walikota

(4) TP3IMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan unsur
unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya yang
anggotanya ditunjuk oleh Walikota.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sshingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 28
(1)IMB Menara dicabut apabila :

a. Ada permohonan dari pemilik izin;

b. |zin dikeluarkjan atas data yang tidak benar/dipalsukan;

c. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan
yang berlaku setelah selesai masa pembekuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ¢4+

(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara

Telekomunikasi Bersama;.

11. Seluria Ketentuan Pasal 30 dihapus

12. Ketentuan Pasal 31 ayai{i—ayat-(2)-sora-avat-{3)-divbal
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31
(1)Setiap orang atau badan yang membangun dan
mengoprasikan menara telekomunikasi tanpa IMB Menara
dan tidak sesuasi dengan penetapan zona pembangunan
menara wajib dibongkar.

(2} TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
umum bertugas untuk melakukan ksjian teknis
terhadap desain, penataan, pembangunan atau
memberikan masukan dan saran atas pemberian izin
pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan
asistensi terhadap Walikota dalam melakukan
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
pembangunan dan pengoprasian Menara
Telekomunikasi Bersama di Daerah.

(3) Pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(4) TPSMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi
dibidangnya yang anggotanya ditunjuk oleh Walikota.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 28
(1) IMB Menara dicabut apabila :

a. Ada permohonan dari pemilik izin;

b. l1zin dikeluarklan atas data yang ftidak
benar/dipalsukan;

c. Pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai
ketentuan yang berlaku setelah selesai masa
pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1)

(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara

Telskomunikasi Bersama;.

11. Ketentuan Pasal 30 dihapus

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 31
(1) Setiap orang atau badan yang membangun dan
mengoprasikan menara telekomunikasi tanpa IMB
Menara dan tidak sesuasi dengan penetapan zona
pembangunan menara wajib dibongkar.

Ketentuan angka
disempurnakan

Ketentuan angka
disempurnakan

Ketentuan angka
disempurnakan

10

11

12

——




3

4 5

(2)Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilakukan setelah diberikan Sanksi Administratif berupa :

Pemberian peringatan tertulis pertama;

Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;

Pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan;

Penghentian sementara kegiatan;

Penutupan lokasi,

Pencabutan perizinan,;

Pemutusan aliran listrik;

Pembongkaran bangunan dan/atau pemulihan fungsi

ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

2A) Dalam pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah bekerjasamadengan
Persercan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang
berwenang.

(3)Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang
tidak memiliki IMB menara dan telah dijatuhkan tahapan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pembongkaran bangunan setelah dikeluarkannya
rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

Sea™ea0oD

13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 40

Biava rasional X Tarif Dasar
Jumlah perizinan datam 1 Tahun
Keterangan :
A Biaya operasional meliputi :
{a) Biaya pendataan / inventarisasi;
{b) Biaya pengawasan,
(c) Biaya pengendalian;
{d) Biaya penertiban,
(e) Biaya sosialisasi.

@

(3)

(4)

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dilakukan setelah diberikan Sanksi Administratif

barupa.

a. Pemberian peringatan tertulis pertama;

b. Pemberian teguran teriulis kedua disertai
pemanggilan;

¢. Pemberian teguran tertulis ketiga disertai

pemanggilan;

Penghentian sementara kegiatan;

Penutupan lokasi;

Pencabutan penzinan;

Pemutusan aliran listrik;

Pembongkaran bangunan danfatau pemulihan

fungsi ruang sesual peraturan perundang-

undangan.

Dalam pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah

bekerjasamadengan Perseroan Terbatas (PT)

Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.

Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya

yang tidak memiiiki IMB menara dan telah dijatuhkan

tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan pembongkaran bangunan

setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran

So~oa

oleh TP3MT
13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai Ketentuan angka 13
berikut : disempumakan,
Pasal 40 disesuaikan dengan

0

(2}

Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | Putusan MK Nomor
dihitung dengan menggunakan rumus sebagi berikut . | 46/PUU-XII/2014

RPMT= TP x TR

Keterangan

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR . Tarif Retribusi

Formuia perhitungan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan
jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak
torpisahkan dari Peraturan Daerah ini. i




4

14.

(1

(2)

3

Ketentuan Pasal 59 di-gabeng, sehingga berbunyi sebagai
berikut ;

Pasal 59
Pemilik Menara Telekomunikasi wajib mensosialisasikan
rencana pembangunan menara kepada warga sekitar

menara dalam radius 1,25 x Rencana tinggi menara
telekomunikasi yang akan dibangun.
FPemilik Menara Telekomunikasi wajib  menjamin

keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga
sekitar menara sebagai akibat yang timbul dari keberadaan
menara.

Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) mengaad
kepada peraturan perundang—undangan yang berlaku.

14.

(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka
pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2)
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarmya retribusi yang terutang
berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan
pengawasan menara  telekomunikasi  dengan
memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara
bersama, ietak geografis, ketinggian menara dan jarak
tempuh menara,
Biaya operasional pengendalian dan pengawasan
menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi;
honorarium petugas pengawas;
transporiasi;
uang makan;
biaya pengecekan gangguan dan peiaporan kondisi
keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada
menara telekomunikasi;
€. alat tulis Kantor; dan
d. biaya operasional iainnya sesuai kebutuhan nyata.
(6) Satuan biaya untuk masing-masing kormponen
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung
berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah
setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4

(%)

anow

Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 59

(1) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib
mensosialisasikan rencana pembangunan menara
kepada warga sekitar menara dalam radius 1,25 x
Rencana tinggi menara telekomunikasi yang akan
dibangun.

(2) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib menjamin
keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga
sekitar menara sebagai akibat yang timbul dari
keberadaan menara.

(3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2)
berpedoman kepada peraturan perundang—undangan
yang beriaku.

Ketentuan angka
disempurnakan

14




NOMOR : 2/MTR/20186

1 2 3 4 5
15. Ketentuan Pasel 83 di-gabung, sehingga berbunyi sebagai berikut : 15. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan angka 15
Pasal 63 Pasal 63 disempurnakan
izin yang telah dikeluarkan berkenaan dengan pendirian Menara | Izin yang telah dikeluarkan berkenaan dengan pendiian Menara
Telekomunikasi tetap berlaku sampai dengan edemye penyesuaian | Telekomunikasi tetap berlaku sampai dengan berakhimya perizinan
berdasarkan Peraturan Daerah ini. atau dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
16. Kstentuan Pasal 64 di gabung, sehingga berbunyi sebagai berikut : 18. Ketentuan Pasal 64 di gabung, sehingga berbunyi sebagai | Ketentuan angka 16
_ Pasal 84 _ berikut : disempumakan
{1)  Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Pasal 64
Peraturan Daeratt ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Menara telekomunikasi
it N ) . yang telah ada sebelum
ini, tdak diperkenankan untuk diperluas atau di ubah | i\ \ionokannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan
peruntukannya. S . .
() Dihapus. Ppraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperiuas atau
(3)  Dihapus. di ubah peruntukannya.
(4)  Dihapus.
3 Nomor Register - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG | Pada ahkir lembar penetapan

dan pengundangan rapemda
Tambahkan nomor register
sesuai ketentuan UU No 23
Tahun 2014

C. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5697);

10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 5587)
sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
ndan 23 Tahun 201 n rintahan _Daerah

(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan

1 2 3 4 5

1 Kensideran Konsideran Mengingat angka 9
Mengingat dihilangkan berdasatkan UU 12

thn 2011 hanya digundkan
sebagai pedoman penyusunan
sehingga tidak pertu dicanturnkan
dalam konsideran mengingat

Konsideran Mengingat angka 10
disempumakan




2 3 4 5
Ketentyan Umum Pasdl 1 Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga | Pasal 1 angka 2 dan:angka
1. .. ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: d.disesuaikan dengan Pasal
2. Pemeriniah Daerah adglalah Pemerintah Kota Metro 1. . 1 angka 3 den angke 4 UU
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 2. Pemerintah Dgersh adakh Kepala Daetah sebagai | No 23 Thn 2014
disingkat DPRD adalah Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah unsur penyelenggara Pemetintahan Daerah yang
Kota Metro. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
4. Dan seterushya...... manjadi kewenangan daerah ofonomi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga parwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyeienggara pemerintahaen dasrah.
4. danseferusnya......
1.  Diantara Ketentuan BAB XViil \Pasal 79 dan IBAB XIX Diantara Ketentuan BAB XVII Pasal 70 dan BAB XIX | Angka 1 dithah menjadi

| Batang Tubuh

Nomor Register

Pasal 80 disisipkan 2 {dua) BAB dan 4 (empat) Pasal
sehingga berbunyi :

Pasal 80 disisipkan 2 (dwa) BAB dan 4 (empat) Pasal
sehingga berbunyi :

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 3MTR/2016

angka 2

Pada ahkir lembar
penetapan dan
pengundangan raperda

Tambahkan nomor register
sesuai ketentuan!UU INo 23
Tahan 2014

-GUBERNUR LAMPUNG,

M. RI

FICARDO






